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Children are in an environment that increasingly leads to criminal acts, one of which is murder. In
law enforcement, problems arise becanse the perpetrators of these crimes are children who do not yet
bave legal capacity. In Indonesia, law enforcement against children who commit murder has been
regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System with the aim
that the legal process is different from adults. The method in this research is normative juridical. The
result of this research s law enforcement against children who commit murder in Law Number 11
of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice Systens, can be sentenced to the main criminal
sanction, namely imprisonment formulated in Article 81 paragraph (2), ""The imprisonment that
can be imposed on children is at most 1/2 (one half) of the maxcinum imprisonment for adults"

Anak-anak berada dalam lingkungan yang semakin mengarah pada tindak kriminal,
salah satu nya pembunuhan. Dalam penegakan hukum nya timbul masalah sebab
pelaku kejahatan tersebut adalah anak-anak yang belum memiliki kapasitas hukum.
Di Indonesia dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak dengan tujuan agar proses hukum nya berbeda dengan orang dewasa.
Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah
penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pembunuhan dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dijatuhi dengan
sanksi pidana pokok yaitu penjara yang dirumuskan dalam pasal 81 ayat (2), ”Pidana
penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari
maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.
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PENDAHULUAN

Lebih lanjut dinyatakan bahwa anak-anak adalah puncak
harapan, potensi, serta generasi muda yang akan meneruskan

Anak merupakan aset bagi bangsa karena mereka merupakan
bagian dari generasi penerus yang memiliki peran yang sangat
penting sebagai pewaris masa depan suatu bangsa dan pelanjut
idealisme (cita-cita) dan perjuangan bangsa (Yudiansyah, 2013;
Purnomo & Gunarto, 2018; Ananda, 2018; Sukarno, 2019;
Hutami e# a/, 2019; Permata e al, 2020; Cibro, 2022; Sati et al,
2023). Peran strategis anak ini telah diakui oleh dunia
internasional dalam usaha me-ngembangkan sebuah konvensi
yang secara menda-sar menggarisbawahi bahwa anak-anak
merupakan individu yang harus dilindungi hak-hak yang dimi-
liki anak (Achmad, 2005; Sinaga & Lubis, 2010; Iman, 2018;
Purnomo & Gunarto, 2018; Hasyim, 2018; Hutami e7 a/, 2019;
Menajang, 2020; Darman, 2020; Ramadhany & Hapsari, 2021,
Siburian & Maendrofa, 2021; Agus, 2022; Posumah, 2023).

idealisme dan perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran kritis
dan juga memiliki karakteristik dan atribut khusus yang
menjamin ke-langsungan hidup bangsa dan negara di masa
men-datang (Kristyanto, 2018; Santriati, 2020; Sarutomo, 2021;
Wiyono, 2022; Hanafi, 2022; Mubarok, 2022).

Indonesia sebagai negara yang mengalami perkem-bangan di
semua bidang. Dampak positif dari per-kembangan tersebut
mencakup imu pengetahuan, teknologi, budaya, dan
pembangunan secara umum. Semua aspek kemajuan ini
berpengaruh terhadap kehidupan manusia, termasuk anak-
anak. Sayang-nya, ada banyak anak yang tetlibat dalam perilaku
yang tidak biasa untuk anak-anak, mungkin karena terpengaruh
oleh lingkungan yang terus berkem-bang. Anak-anak terlibat
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dalam berbagai tindakan kriminal seperti penyalahgunaan

narkotika dan obat tetlarang, pemerasan, pencurian,

penganiayaan, seksual,

(Djamil, 2012).

pe-lecehan bahkan pembunuhan

Penting untuk meneliti tentang isu anak-anak yang terlibat
dalam tindak pembunuhan. Masalah ini me-miliki relevansi
tinggi karena anak-anak merupakan calon penerus negara.
Proses penegakan hukum ter-hadap anak-anak yang terlibat
dalam pembunuhan harus dilakukan dengan cermat, bertujuan
untuk memastikan keadilan serta melindungi hak hukum
mereka (Nofitasari, 2016; Suhatiyono, 2018; Lefaan & Suryana,
2018).

Definisi penegakan hukum juga bisa dimaknai se-bagai
pelaksanaan sistem hukum oleh aparat pene-gak hukum dan
oleh individu yang memiliki kepen-tingan sesuai dengan
wewenang yang dimiliki, sesu-ai dengan peraturan hukum yang
berlaku (Chandra & Astuti, 2018; Irwadi, 2021; Mandagi, 2021;
Kristian ez a/, 2021; Ali, 2023). Penegakan hukum pidana adalah
rangkaian langkah yang terdiri dari tahap pe-nyelidikan,
penangkapan, penahanan, pengadilan terhadap terdakwa, dan
diakhiri dengan penerapan sanksi pemasyarakatan terhadap
terpidana (Husen, 1990; Hananto & Mashdurohatun, 2018;
Kadri & Husin, 2022)

Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 Sis-tem
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) tidak
menjelaskan secara rinci tentang pembunuhan, namun
dijelaskan berdasarkan perbu-atan yang meringankan dan
memberatkan. Jadi da-pat dikatakan bahwa, anak pelaku
pembunuhan dalam UU SPPA masuk ke dalam kategori
perbuatan pidana yang memberatkan. Dalam Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana tidak dijelaksan definisi ten-tang
pembunuhan, namun definisi pembunuhan di-jelaskan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pida-na pada Bab XIX Pasal

338, 339 dan 340. Pasal 338.

Salah satu contoh kasus anak sebagai pelaku pem-bunuhan
pernah terjadi pada 5 maret 2020. NF merupakan pelaku,
seorang anak berusia 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan
yang dimana pada saat kejadian masih tergolong anak dan
duduk di bangku SMP. Korban adalah seorang balita berusai 5
(lima) tahun yang merupakan tetangga pelaku (NF). Pelaku di
melakukan ter-secbut  karena

duga

tindak pembunuhan

terinspirasi menonton film horor dan pembunuhan.
Pembunuhan itu dilakukan dengan cara menenggelamkan,
mencekik dan menjambak korban di dalam bak mandi. Dari
contoh kasus ter-sebut, dapat Penulis sampaikan bahwa
pengaruh perkembangan teknologi jika tidak dalam penga-
wasan orangtua ataupun orang-orang terdekat me-miliki

dampak negatif pada anak.

Tujuan penelitian ini adalah agar dalam pelaksanaan penegakan
hukum terhadap anak pelaku pembunu-han, aparat penegak
hukum yang berwenang kira-nya dapat mengutamakan masa
depan anak dengan mempertimbangkan kondisi psikis, mental,

sosial dan perlindungan hukum bagi anak. Karena fakta nya

2.

Penulis masih menemukan adanya pelanggaran identitas anak
yang tidak di rahasiakan. Menurut Penulis, perlindungan hukum
menjadi satu kesatuan dari penegakan hukum itu sendiri. Ini

yang
dikemuka-kan oleh Husen (1990) yaitu penegakan hukum dapat

diperkuat de-ngan pengertian penegakan hukum
juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak
hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan
sesuai dengan kewena-ngannya masing-masing menurut aturan
hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu
kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan,
diakhiri
pemasyarakatan terpidana (Kadri & Husin, 2022). Karena pada

penahanan, peradilan terdakwa dan dengan
setiap proses hukum terdapat hak-hak anak yang harus di

lindungi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode yuridis
normatif yaitu penelitian hukum yang dila-kukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Amiruddin
& Asikin, 2006; Benuf & Azhar, 2020; Tan, 2021). Pengertian
lain tentang yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hu-
kum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data
sckunder melalui asas-asas hukum (Soe-kanto & Mamudji,
2001; Soetjono & Abdurrahman, 2003; Mezak, 2006). Sesuai
dengan metode pendeka-tan yang digunakan, maka kajian
dilakukan terha-dap norma-norma dan asas-asas yang terdapat
dalam data sekunder dalam bahan hukum primer, sekunder,
maupun tersier. Adapun penggunaan pe-nelitian ini bertujuan
untuk mendapatkan konsep-konsep hukum, doktrin hukum
dan bahan yang telah berkembang dan ada kaitannya dengan
tin-jauan  penegakan  hukum

tethadap anak pelaku

pembunuhan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, penegakan hukum merupakan usa-ha untuk
mengimplementasikan peraturan hukum terhadap kejadian atau
tindakan yang melanggar hukum vyang berlaku dalam
masyarakat (Mertoku-sumo & Pitlo, 1993) Penegakan hukum
terhadap anak bukan hanya melibatkan tindakan kriminal dan
sanksi, alternatif lainnya adalah pendekatan diversi (Wahyudi,
2011; Tarigan, 2015; Abdurrachman ez a/, 2015; Rahayu, 2015;
Wahyudi, 2015; Hartono, 2015; Annisa, 2016; Purnomo &
Gunarto, 2018; Iman, 2018; Priamsari, 2018; Ananda, 2018;
Kristyanto, 2018; Mareta & Kav, 2018; Ghoni & Pujiyono,
2020; Ningtias ¢t a/, 2020; Mubarok, 2022; Nugroho &
Pujiyono, 2022; Wiyono, 2022; Posumah, 2023). Pasal 1 ayat (7)
UU SPPA menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan
penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke

proses di luar peradilan pidana.

Adapun upaya diversi pada pasal 6 UU SPPA bertujuan untuk:
(a) a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; (b)
Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; (c).
Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan. Mengacu
tethadap pertimbangan kepentingan dan tujuan tertentu, anak-

anak adalah generasi penerus bangsa di masa depan, schingga
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mereka memiliki hak-hak yang harus diakui sejak lahir. Salah
satu hak yang diberikan kepada anak-anak adalah perlindu-ngan
hukum, yang mengacu pada usaha melindungi hak-hak dasar
dan kebebasan anak (fundamental rights and freedoms of children)
serta segala kepenti-ngan yang berkaitan dengan kesejahteraan

meteka.

Tujuan perlindunagn hukum terhadap anak meru-pakan
jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, serta berpartisi-pasi dengan optimal sesuai dengan
harkat dan mar-tabat kemanusiaan (Sudrajat, 2011; Hutahaean,
2013; Fitriani, 2016; Tang, 2020; Carmela & Suryaningsi, 2021;
Munajat, 2023; Putri & Hariyanto, 2023). Dan juga bertujuan
untuk melindungi anak dari kekera-san dan diskriminasi, demi
terwujudnya anak Indo-nesia yang berkualitas, berlakhlak mulia,
dan sejah-tera (Sudrajat, 2011; Menajang, 2020; Cibro, 2022;
Putri & Hariyanto, 2023).

Dampak dari kemajuan ckonomi, ilmu pengetahuan, dan
teknologi di Indonesia saat ini memiliki efek positif dan negatif
terhadap generasi muda. Salah satu implikasinya adalah bahwa
anak-anak dapat terlibat dalam tindakan kejahatan sebagaimana
orang dewasa. Dalam pengembangan hukum pida-na di
Indonesia, status pelaku kejahatan yang masih dianggap "anak"
secara hukum masih tetap diakui. Hal ini disebabkan oleh
dampak fisik dan emosional yang ditimbulkan oleh tindakan
kriminal anak ter-hadap pihak lain, yakni korban. Namun,
dalam hal penegakan hukum, muncul dilema terkait kenakalan
remaja karena pelaku kejahatan tersebut adalah anak-anak yang

belum memiliki kapasitas hukum penuh.

Sistem peradilan untuk anak-anak memiliki dua elemen penting,
yaitu unsur peradilan pidana dan unsur petlindungan terhadap
anak. Istilah "anak" dalam frasa "sistem peradilan pidana anak"
perlu di-tekankan agar dapat dibedakan dari sistem pera-dilan
pidana untuk orang dewasa. Oleh karena itu, sistem peradilan
pidana anak adalah sebuah sistem hukum yang khusus
mengatur penanganan pidana bagi anak-anak. Dalam konteks
sistem peradilan pi-dana anak, anak-anak yang terlibat dalam
proses hukum adalah anak yang berhadapan dengan hu-kum.
(Wahyudi, 2011; Ananda, 2018; Menajang, 2020; Tarigan, 2015;
Cibro, 2022; Putri & Hariyanto, 2023; Posumah, 2023)

Pelaku perbuatan pembunuhan kini bukan hanya terbatas pada
orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak. Fakta ini
pihak,

Keterlibatan pe-merintah memiliki peranan

memerlukan perhatian dari ber-bagai terutama
pemerintah.
penting dalam usaha mencegah serta mengatasi masalah ini,
termasuk melalui pengembangan UU SPPA. Meskipun UU
SPPA tidak secara rinci menguraikan tentang tinda-kan
pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak, namun UU SPPA
mengatur tentang hukuman dan langkah-langkah yang diambil
terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam
UU SPPA, untuk proses penanganan perkara anak ada bebera-
pa tahap, yaitu penyidikan, penangkapan dan pena-hanan,

penuntutan, dan terakhir pemeriksaan si-dang di pengadilan.

PENYIDIKAN

Mengenai penyidikan pada anak yang berkonflik dengan hukum
diatur dalam pasal 26 UU SPPA. Proses penyelidikan terhadap
anak yang terlibat dalam tindak pidana, seperti kasus
pembunuhan, perlu menjaga kerahasiaan identitasnya. Tujuan
dari ini adalah untuk mencegah terbentuknya panda-ngan
negatif — masyarakat terhadap anak tersebut karena
perbuatannya. Selain itu, langkah ini juga bertujuan melindungi
perkembangan mental anak agar masa depannya tetap positif.
Dengan adopsi pendekatan hukum semacam ini, prinsip-
prinsip petlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam

sistem peradilan juga tercermin dengan baik.

Dalam proses penyelidikan kasus yang melibatkan anak,
penyidik harus meminta pertimbangan atau nasihat dari
Pembimbing Kemasyarakatan  setelah  pelaporan  atau
pengaduan tindak pidana dilakukan. Jika dianggap perlu,
penyidik dapat meminta masu-kan atau nasihat dati para ahli
dalam bidang pendi-dikan, psikologi, psikiatri, agama, peketjaan
sosial profesional, kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.
Selama tahap penyelidikan, penyidik memi-liki kewajiban untuk
berupaya menerapkan pende-katan diversi. Jika pendekatan ini
berhasil,

kesepakatannya

penyidik mengajukan laporan diversi beserta

kepada ketua pengadilan negeri untuk
pengesahan. Namun, jika upaya diversi tidak berhasil, penyidik
harus melanjutkan proses penyelidikan dan mengi-rimkan kasus
kepada penuntut umum, lengkap dengan laporan hasil diversi

dan penelitian sosial.
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

Dalam UU SPPA, pada tahap penangkapan terhadap anak,
durasi maksimalnya adalah 24(dua puluh em-pat) jam. Anak
tersebut juga harus ditempatkan da-lam fasilitas layanan yang
khusus untuk anak, sehingga tidak dicampurkan dengan orang
dewasa. Apabila fasilitas khusus tersebut belum tersedia di
wilayah yang bersangkutan, maka anak dititipkan di LPKS
(Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan So-sial). Penahanan
terhadap anak hanya bisa dilaku-kan jika memenuhi beberapa
syarat, yakni anak telah mencapai usia 14 (empat belas) tahun
atau lebih, serta diduga terlibat dalam tindak pidana yang
menghadirkan ancaman pidana penjara minimal 7 (tujuh)

tahun.

Periode penahanan terhadap anak tidak boleh mele-bihi 7
(tujuh) hari. Jika diminta oleh penyidik, masa penahanan bisa
diperpanjang oleh Penuntut Umum hingga maksimal 8
(delapan) hari. Tempat penaha-nan anak biasanya di LPAS,
tetapi jika LPAS tidak ada, maka bisa di LPKS setempat. Ada
perbedaan waktu penahanan untuk keperluan penuntutan, di
mana batasnya adalah 5 hari. Namun, saat persida-ngan, hakim
berwenang untuk memperpanjang penahanan hingga 10
(sepuluh) hari. Dalam proses penangkapan dan penahanan ini,
pihak berwenang wajib memberi tahu anak dan orang tua/wali
mengenal hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Jika
hal ini diabaikan oleh pihak berwenang, maka tindakan

penangkapan dan penahanan diang-gap batal secara hukum.
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PENUNTUTAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM

Setelah melewati tahapan penyelidikan, penangka-pan, dan

penahanan, langkah  berikutnya adalah  pe-laksanaan
penuntutan. Penuntutan merupakan tin-dakan jaksa untuk
membawa kasus pidana ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi
sesual dengan hukum yang berlaku. Prosedur ini diatur oleh
pera-turan yang berlaku, dengan maksud agar kasus ter-sebut
diadili oleh hakim dalam sidang pengadilan. Dalam tahap
penuntutan ini, tugas dilakukan oleh jaksa penuntut yang
ditunjuk berdasarkan keputu-san dari Jaksa Agung atau pejabat
bahwa

penanganan kasus anak yang terlibat dalam kegiatan melanggar

yang ditunjuk olehnya. Penting untuk dicatat
hukum berbeda dengan penanganan kasus orang dewasa.
Terdapat syarat untuk ditetapkan nya seba-gai penuntut umum
sebagaimana bunyi pada ayat (1), yaitu: (a) telah berpengalaman
sebagai penuntut umum; (b) mempunyai minat, perhatian,
dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan (c) telah mengi-
kuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Pada tahap penuntutan ini, jaksa penuntut berusaha untuk
menerapkan diversi dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari
setelah menerima dokumen kasus dari penyidik. Apabila upaya
diversi berhasil mencapai kesepakatan, jaksa penuntut akan
menyu-sun berita acara mengenai diversi dan kesepakatan
tersebut, yang kemudian diserahkan kepada ketua pengadilan
negeri untuk disahkan. Namun, jika upa-ya diversi tidak
berhasil, jaksa penuntut harus me-ngajukan berita acara
mengenai diversi dan mengi-rim perkara ke pengadilan, dengan

melampirkan laporan hasil penelitian sosial kemasyarakatan.

PEMERIKSAAN DI MUKA SIDANG TERDAKWA ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Pemeriksaan sebelum sidang dilakukan oleh satu ha-kim, sesuai
dengan yang tercantum dalam pasal 44 ayat (1) UU SPPA.
Maksud dari pemeriksaan dengan hakim tunggal ini adalah
untuk memastikan bahwa persidangan kasus anak dapat
diselesaikan dengan cepat. Selain itu, pada tahap pemeriksaan,
hakim memiliki kewajiban untuk mencoba diversi dalam waktu
tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah ditunjuk oleh ketua
pengadilan negeri sebagai Hakim.. Pelaksanaan diversi ini
terdapat dalam UU SPPA yang artinya adalah pengalihan
penyelesaian perka-ra anak datri proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana dengan tujuan (1) Mencapai
perdamaian antara korban dan Anak; (2) Menyele-saikan
perkara anak di luar proses peradilan; (3) Menghindarkan anak
dari perampasan kemerdeka-an; (4) Mendorong masyarakat
untuk berpartisipasi; dan (5) Menanamkan rasa tanggung jawab

kepada anak.

Dalam upaya diversi penyelesaian kasus dari anak pelaku

pembunuhan tidak berhasil, kasus anak tersebut akan
dipindahkan ke tahap pengadilan. Saat sidang betrlangsung,
kasus anak akan diadakan seca-ra tertutup kecuali saat
pengumuman keputusan. Sidang anak akan diadakan di ruang

sidang khusus untuk anak. Bahkan ruang tunggu anak akan dipi-

4

sahkan dari ruang tunggu orang dewasa, dan waktu sidang anak
akan diatur sebelum sidang orang de-wasa. Ketentuan ini diatur
dalam Pasal 53 UU SPPA. Saat sidang anak dimulai, hakim
diwajibkan untuk memerintahkan kehadiran orang tua/wali
atau pen-damping, advokat atau pemberi bantuan hukum
lainnya, serta pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi
anak. Namun, jika orang tua/wali atau pendamping tidak hadir,
sidang tetap akan dilanjut-kan dengan kehadiran advokat atau
pemberi bantu-an hukum lainnya dan/atau pembimbing
kemasya-rakatan.

Saat seorang anak terlibat dalam proses hukum se-bagai pelaku
pembunuhan, hakim harus memper-hitungkan klasifikasi dari
tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut.
Klasifikasi ini terdiri dari tiga bagian, yakni tindakan
pelanggaran ringan, tindakan pelanggaran sedang, dan tindakan
pelang-garan berat (Rahayu, 2015).

Di dalam penelitian ini, dibahas mengenai imple-mentasi
tindak
pembunuhan. Karena itu, dari tiga jenis kejahatan yang telah

hukuman terhadap anak-anak yang melaku-kan
disebutkan, tindakan yang dilakukan oleh anak-anak masuk
dalam kategori serius. Hal ini disebabkan oleh tindakan fisik
yang menyebabkan cedera dan bahkan kematian orang lain.
Oleh karena itu, pendekatan diversi, yaitu upa-ya untuk
mengalihkan kasus dari pengadilan pida-na, tidak dapat

diterapkan pada anak-anak yang melakukan pembunuhan.

Dalam UU SPPA, tindak pidana utama yang dapat dijatuhkan
pada anak adalah hukuman penjara. Meskipun UU SPPA tidak
secara rinci menguraikan tentang pembunuhan, tetapi hukuman
penjara merupakan opsi terakhir bagi anak yang terlibat dalam
sistem peradilan. Mengenai hukuman penja-ra, pada kasus anak
pelaku pembunuhan, masa hu-kuman maksimal yang dapat
diberikan adalah %2 (satu perdua) dari hukuman maksimal yang
berlaku bagi orang dewasa, yakni 10 (sepuluh) tahun. Namun,
hukuman mati atau penjara seumur hidup tidak dapat
dijatuhkan pada anak-anak. Hukuman penjara maksimal yang

dapat dijatuhkan pada anak adalah 10 (sepuluh) tahun.

Majelis  hakim — memiliki untuk  mem-

pertimbangkan tingkat keberatan atau keparahan tindakan,

kewenangan

situasi pribadi anak, serta kondisi saat per-buatan kriminal
dilakukan. Faktor-faktor ini menjadi dasar penting dalam
prinsip
kemanusiaan terhadap anak. Pertimbangan yang dilakukan oleh

menentukan keadilan dan men-junjung tinggi

majelis hakim dalam menetapkan hukuman penjara sebagai
lang-kah terakhir adalah langkah yang tepat. Tindakan ini
menunjukkan komitmen pemerintah untuk merawat masa
depan anak sebagai generasi penerus ideal bangsa, tanpa
melanggar hak-hak yang melekat pa-da mereka. Lebih dari itu,
mengingat masa depan an-ak yang masih luas dan penuh
peluang, langkah ini memiliki potensi besar untuk membuka
pintu-pintu kesempatan yang akan mereka raih di kemudian
hari.
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KESIMPULAN pidana yang memberatkan atau tindak pidana yang disertai

kek .
Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tin-dak dengan kekerasan

pembunuhan dalam UU SPPA, menurut Penulis dapat dijatuhi SARAN

dengan sanksi pidana pokok yaitu penjara. Adapun rumusan

pasal terhadap anak yang dijatuhi pidana penjara adalah pasal Dengan adanya Undang-Undang UU SPPA, penega-kan

81 ayat (2). Pidana pokok penjara dijatuhkan karena anak mela- hukum terhadap anak pelaku tindak pembunu-han haruslah

kukan tindak pembunuhan dan hal tersebut meru-pakan tindalk dijelaskan secara spesifik dan lebih ter-perinci. Dengan kata lain
perlu ditambahkan pasal baru dalam UU SPPA.
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